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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian
terhadap keuangan negara, merusak kepercayaan publik, serta menghambat
pembangunan nasional. Dalam perkembangannya, pengaturan sanksi pidana
korupsi di Indonesia mengalami perubahan seiring lahirnya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP
Nasional), yang turut mengatur beberapa delik korupsi yang sebelumnya diatur
secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai harmonisasi pengaturan, efektivitas
pemidanaan, dan penerapan tujuan pemidanaan dalam perspektif penologi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sanksi pidana bagi pelaku
tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP, serta menelaah
perubahan tersebut dalam perspektif penologi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal,
dan karya ilmiah yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui
studi kepustakaan dengan menelaah konsep, teori, dan ketentuan hukum yang
berkaitan dengan perubahan sanksi pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pengaturan sanksi pidana korupsi
dalam KUHP Nasional menimbulkan pergeseran paradigma dari rezim hukum
pidana khusus menuju rezim hukum pidana umum. Perubahan tersebut terlihat dari
reformulasi delik, penyesuaian ancaman pidana, dan pengaturan pidana tambahan.
Dalam perspektif penologi, perubahan sanksi pidana korupsi belum sepenuhnya
mencerminkan tujuan pemidanaan yang ideal, khususnya dalam aspek deterrence,
rehabilitasi, dan pemulihan kerugian negara. Selain itu, terdapat potensi
ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih pengaturan antara KUHP dan Undang-
Undang Tipikor. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan
kebijakan pemidanaan agar sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat
berjalan secara lebih efektif, konsisten, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana, Penologi.
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